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BAB II 
TELAAH PUSTAKA 
2.1 Implementasi 
2.1.1 Pengertian Implementasi 
Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan 
pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil 
keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam 
kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah 
dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan 
benar. Ini membutuhkan pelaksana yang benar – benar jujur untuk menghasilkan 
apa yang menjadi tujuannya, dan memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang 
berlaku. Namun, implementasi ini sering digunakan sebagai ajang melayani 
kepentingan kelompok, pribadi, dan bahkan kepentingan partai. Implementasi 
pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu 
tujuan. Bahkan Udoji (1998 : 32) dengan tegas mengatakan bahwa “ the execution 
of policies is a important if not more important than policy-making. Policies will 
remain dreams or blue pronts file jackets unlessthey are implemented” 
(pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu yang penting,bahkan mungkin jauh lebih 
penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan – kebijaksanaan akan 
sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau 
tidak diimplementasikan). 
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 Implementasi kebijakan adalah aktivitas –aktivitas yang dilakukan untuk 
melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan 
pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Ini 
adalah satu aspek proses kebijakan yang sulit dalam menentukan hasil dari 
kebijakan tertentu. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah memahami apa yang 
senyatanya terjadi sesudah suatu prrogram dinyatakan berlaku atau dirumuskan 
merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian 
dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 
kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 65).  
2.1.2 Model-Model Pendekatan Implementasi 
A. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn 
 Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi 
suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara senagaja dilakukan 
untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung 
dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi 
kebijakan berjalan secara linera dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, 
dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Metter dan Van Horn, ada enam 
variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu  
a.Ukuran Dan Tujuan Kebijakan 
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Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya  jika 
danh hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial 
kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau 
tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit 
untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. 
b. Sumber Daya 
 manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 
keberhasilan implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses 
implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai 
dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi 
kompetensi dan kapibilitas dari sumber-sumber daya nihil, maka kinerja kebijakan 
publik sangat sulit untuk diharapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya 
yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial dan sumber daya 
waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan 
kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, 
maka menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan 
kebijakan publik. Demikian halnya dengan sumber daya waktu, saat sumber daya 
manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur 
denganm persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi 
penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. 
c. Karakteristik Agen Pelaksana 
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 pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 
organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal 
ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak 
dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaaksananya. 
Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga 
diperhitungkan mana kala hendak menentukan agen pelaksana.semakin luas 
cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang 
dilibatkan. 
d. Sikap/Kecenderungan (Diposition) Para Pelaksana. 
 Sikap Pemerintah atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak 
mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. 
Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah 
hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan 
yang mereka rasakan. 
e. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana   
 Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang 
terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan 
akan sangat kecil untuk terjadi. 
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik  
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 Lingkungan eksternal turut mengundang keberhasilan kebijakan 
publikyang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak 
kondusif dapat menjadi faktor dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. 
Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula 
memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. 
B. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 
 Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari 
implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan 
variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan – tujuan formal pada 
keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dapat diklarifikasikan 
yaitu : 
a. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, yaitu : 
1) Kesukaran – kesukaran teknis 
Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung 
pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya : 
kemampuan untuk mengembangkan indikator- indikator pengukur 
prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai 
prnsip-prinsip hubungan kausalyang mempengaruhi masalah. 
Disamping itu, tingkat keberhasilan suatu kebijakan akan 
dipengaruhi juga oleh tersedianya atau lebih dikembangkannya 
teknik-teknik tertentu. 
2) Keberagaman prilaku yang diatur 
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Semakin beragam prilaku yang diatur, maka asumsinya semakin 
beragam pelayanan yang diberikan. Sehingga semakin sulit untuk 
membuat peraturan yang jelas dan tegas. Dengan demikian, 
semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para 
pejabat  pada pelaksana dilapangan. 
3) Persentase totalitas penduduk yang tercakup dala kelompok 
sasaran 
Semakin kecil dan jelas kelompok sasaran yang prilakunya akan 
diubah, maka semakin besar peluang untuk memobilitasikan 
dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan 
lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan. 
b. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat 
 Ada beberapa cara yang digunakan para pembuat kebijakan untuk 
menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara, yaitu : 
1) Kecermatan dan kejelasan perjenjangan tujuan - tujuan resmi yng akan 
dicapai 
2) Keterandalan teori yang diperlukan. Artinya, memuat suatu teori yang 
menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaruan yang akan 
dicapai melalui implementasi kebijakan. 
3) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan – badan pelaksana. 
4) Keteapan alokasi sumber dana yang sangat diperlukan agar terbuka 
peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal 
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C. Variabel-Variabel Diluar Undang-Undang Yang Mempengaruhi Implementasi 
1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi. Faktor ini sangat berpengaruh 
terhadap upaya pencapaian tujuan yang digunakan dalam suatu 
undang-undang. 
2) Dukungan publik. Artinya, untuk mendorong tingkat keberhasilan 
suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan 
dukungan dari warga, oleh karena itu, mekanisme partisipasi publik  
3) sangat penting khususnya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik 
dilapangan. 
4) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. 
5) Kesepakatan dan kemampuan para pejabat pelaksana 
C. Implementasi Kebijakan Publik Model C.Edward III 
 Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan 
direct and indirect impact on implementation. Dalam pendekatan model Edward 
III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi 
suatu kebijakan, yaitu : 
1.    Komunikasi  
Menurut Edwards III, persyaratan pertama bagi efektivitas implementasi 
kebijakan adalah para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka 
lakukan, sebab hanya dengan cara demikian proses komunikasi antar sesamanya 
akan dapat berjalan dengan baik. Proses komunikasi yang dimaksud oleh Edwards 
III terkandung di dalamnya transmisi, konsisitensi dan kejelasan (clarity).  
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a. Transmisi, menyangkut penyaluran atau penyampaian informasi diantara 
sesama implementor menyangkut pemahaman mereka (pelaksana) atas 
keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan aturan pelaksanaan yang 
dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang keputusan yang 
dikeluarkan. Dalam praktek sering timbul hambatan dalam mentransmisikan 
(menyalurkan) perintah implementasi disebabkan: Pertama, perbedaan 
pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan pengambil 
kebijakan. Kedua, struktur birokrasi yang ketat dan hierarkis cenderung 
mendistorsikan informasi. Ketiga, persepsi yang selektif dan ketidakpatuhan 
para pelaksana memenuhi berbagai persyaratan kebijakan.  
b. Kejelasan, menyangkut kejelasan petunjuk pelaksanaan maupun kejelasan 
pesan komunikasi yang disampaikan. Hal ini penting agar kebijakan-kebijakan 
yang diimplementasikan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. 
Ketidakjelasan petunjuk pelaksana maupun pesan komunikasi yang 
disampaikan akan menimbulkan interpretasi yang keliru bahkan mungkin 
bertentangan dengan makna sesungguhnya dari petunjuk dan pesan 
komunikasi yang pada gilirannya menimbulkan penyimpangan yang fatal 
dalam implementasi di lapangan. 
c. Konsistensi, menyangkut kepastian dan kejelasan perintah yang harus 
dilaksanakan oleh para pelaksana. Artinya bahwa perintah-perintah yang 
diterima oleh pelaksana tidak boleh bertentangan satu sama lain, sehingga 
tidak membingungkan pelaksana (perintah yang diberikan tidak boleh 
berubah-ubah). Tidak konsistennya perintah dapat mendorong para pelaksana 
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mengambil tindakan yang bertentangan dengan maksud sesungguhnya dari 
suatu implementasi kebijakan.  
2.    Sumber Daya  
Sumber daya yang akan mendukung implementasi kebijakan yang efektif 
disini menyangkut: (a) staf yang memadai dengan berbagai keahliannya, (b) 
wewenang, (c) informasi, dan (d) fasilitas yang diperlukan.  
a. Staf, merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Besaran 
jumlah staf (staf yang banyak) tidak selamanya berdampak positif bagi 
implementasi kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan 
dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki 
kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan. 
b. Wewenang, menyangkut besaran jangkauan tugas yang dapat dilakukan oleh 
pejabat pembuat kebijakan maupun para pelaksana. Oleh karena itu wewenang 
ini akan berbeda-beda dari satu program ke program lainnya. Seseorang dapat 
saja memiliki wewenang yang luas tetapi tidak cukup efektif dalam 
mengimplementasikan suatu kebijakan.  
c. Informasi, adalah hal penting lain dalam implementasi suatu kebijakan. 
Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi tentang bagaimana 
melaksanakan suatu kebijakan, artinya para pelaksana perlu mengetahui apa 
yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Kedua, 
data tentang ketaatan para pelaksana terhadap peraturan pemerintah. Kedua 
bentuk informasi tersebut penting bagi efisiensi dan kesungguhan para 
pelaksana dalam melaksananakan tugas masing-masing.  
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d. Fasilitas-fasilitas, dimaksudkan di sini menyangkut ketersediaan sarana fisik, 
misalnya ketersediaan ruang belajar (kelas), ruang guru/dosen, ruang 
administrasi untuk penyelenggaraan pendidikan. 
Persyaratan kedua bagi keberhasilan suatu kebijakan atau program menurut 
Edward III adalah faktor sumber daya. Sumber daya dalam Implementasi Program 
Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat Dan Kartu Keluarga Sejahtra 
Dalam Rangka Terwujudnya Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kala dapat berupa 
sumber daya yang bersifat mendukung seperti anggaran, data dan dasar hukum 
kebujakan. Ketersediaan sumber daya yang jelas menjadi salah satu syarat bagi 
keberhasilan implementasi kebijakan.  
3.    Sikap Pelaksana (Disposisi)  
Kecenderungan-kecenderungan merupakan praduga-praduga dari para 
pelaksana terhadap suatu kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik karena 
menerima suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan 
kebijakan tersebut secara bersungguh-sungguh seperti yang diharapkan pembuat 
kebijaksanaan. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana 
berbeda dengan para pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan 
akan mengalami kesulitan.  
Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan 
komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan. 
Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau 
bersikap netral. Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya 
harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat 
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berkesesuaian dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap 
individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan. Disamping 
itu para pelaksana harus memahami/mengetahui apa yang harus dikerjakan, 
mereka juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Untuk itu ada 
dua hal penting yang harus diperhatikan dalam disposisi yaitu:  
a.   Pengangkatan birokrat haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas 
dan loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan. 
b.    Insentif. Oleh karena umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka 
sendiri, maka diperlukan manipulasi insentif agar orang dapat bertindak sesuai 
harapan pembuat kebijakan yaitu dengan cara menambah keuntungan atau biaya 
tertentu sehingga mendorong para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik.  
4.     Struktur Birokrasi  
Secara umum birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat 
dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Bentuk organisasi dipilih 
sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk memecahkan berbagai masalah sosial. 
Struktur organisasi-organisasi pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh penting 
pada implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan dapat saja mengetahui apa 
yang harus dilakukan, memiliki keinginan serta dukungan fasilitas untuk 
melakukannya, tetapi pada akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa terhalang oleh 
struktur organisasi tempat mereka bekerja.  
Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu : 
a. Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standar Operating 
Procedures (SOP) yang berasal dalam (internal) organisasi. SOP berisi 
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standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang cocok untuk 
organisasi yang relatif tidak menghadapi perubahan drastis, namun akan sulit 
menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki perubahan cara-cara 
lazim dilakukan. Dengan kata lain, semakin besar kebijakan membutuhkan 
perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar 
pula probabilitas SOP menghambat implementasi.  
b. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan 
kebijakan adalah fragmentasi yang berasal dari luar (eksternal) organisasi. 
Tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada 
satu instansi melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Untuk kesuksesan 
suatu kebijakan memerlukan koordinasi diantara organisasi yang terlibat.  
2.1.3 Aktor - Aktor Implementasi Kebijakan 
Dalam proses kebijaksanaan. Menurut Charles O. Jones ada empat 
golongan atau aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijaksanaan 
yaitu : (1) golongan rasionalis yang memiliki ciri-ciri seperti 
mengindentifikasikan maslah, merumuskan tujuan dan menyusunnya dalkam 
jenjang tertentu, mengidentifikasikan semua alternatif, membandingkan akibat-
akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan, dan memilih alternatif terbaik. 
(2) golongan teknisi, artinya seorang yang karena bidang keahliannya dilibatkan 
dalam bebrapa tahapan proses kebijaksanaan.(3) golongan inkrementalis, identik 
dengan para politisi yang cenderung memiliki sifat kritis namun seringkali tidak 
sabaran terhadap gaya kerja para perencana dan teknisi.(4) golongan reformis 
(pembaharu) sependapat dengan pandangan David Easton yang menyebutkan 
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bahwa harus menerima sebagai kebenaran akan perlunya mengarahkan diri 
langsung pada persoalan cepat dengan memanfaatkan perangkat analisis serta 
teori-teori mutakhir yang tersedia, tidakpun memadainnya perangkat analisis dan 
teori tersebut. Dengan demikian, tekanan perhatiannya adalah pada tindakan 
sekarang, karena urgensi dari persoalan yang dihadapi. 
2.2 Pengertian Kebijakan Publik 
 Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 
bidang dan sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. 
Disamping itudilihat dari hirarkinya kebijkan publik dapat bersifat nasional, 
regional maupun lokal seperti undang undang, peraturan pemerintah, peraturan 
presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah / provinsi, keputusan 
gubernur, peraturan daerah kabupaten / kota, dan keputusan bupati / walikota. 
 Chandler dan Plano (1988:107) mengatakan bahwa kebijakan publik 
adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk 
memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano 
menganggap bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang 
kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam 
masyarakat agarmereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. 
William N. Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 
suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 
lembaga-lembaga yang menyangkut tugas pemrintahan, seperti pertahanan 
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keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyatrakat, kriminalitas, 
perkotaan dan lain-lain. 
Shfritz & Russel (1997:47) mendefinisikan kebijakan publik dengan 
sederhana dan menyebut “is whatever government decides to do or not to do”. 
Chandler dan Plano mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan proses 
terhadap surtu isu politik. 
Chaizi Nasucha (2004:37), mengatakan kebijakan publik adalah 
kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke 
dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap 
dinamika sosial dalm masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan 
kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. 
Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winano (2002: 17) 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi 
kondisi awal dan akibat akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus 
dibedakan dengan bentuk bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. 
Hal ini dipengaruhi oleh keterlibaan faktor faktor bukan pemerintah. Robert 
Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan 
publik sebagai “ hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. 
Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk 
dipahami, karena apa yang di maksud dengan kebijakan publik dapat mencakup 
banyak hal. 
 Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu : 
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A. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 
maknanya adalah hal hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. 
B. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena 
ukurannyajelas yakni sejauh manakemajuan pencapaian cita cita sudah 
ditempuh. 
Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003 : 2)menyebutkan 
bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitaspemerintah untuk memecahkan 
masalah di masyarakat, bak secara langsung maupun melalui berbagai lembaga 
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 
Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut dapat disimplkan 
bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di lakukan atau tidak 
dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna 
memecahkan masalah masalh publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan 
untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan ketentuan atau 
peraturan perundang undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki 
sifatyang mengikat dan memaksa. 
2.3 Pengertian Kemiskinan 
Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk 
memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidak 
mampuan ini di tandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk 
memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. 
Kemampuan penda[atan yang rendah ini juga berdampak berkurangnya 
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kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan 
masyarakat dan standar pendidikan. 
Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan 
kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada 
prinsipnya standar hidup disuatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya akan 
pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun 
pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu 
dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. 
Berdasarkan kondisi ini suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki 
pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak 
yang memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).  
Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004. Kemiskinan adalah 
kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekolompok orang yang tidak terpenuhinya 
hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 
bermartabat. 
2.4 Program Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtra dan Indonesia Sehat  
Dalam penerapannya perogram Indonesia Pintar, Indonesia Sehat dan 
Indonesia Sejahtera memiliki payung hukum yang dapat dipertanggung jawabkan 
pelaksanaannya mulai dari Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945, UU Nomor 
25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan 
bahwa janji-janji presiden saat kampanye Pemilihan Presiden wajib dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
mengatur kewajiban negara memberikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
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serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program 
Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. 
Adapun penjelasan yang tertuang dalam Instruksi Presiden tersebut adalah: 
1. Kartu Indonesia Pintar 
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah diinstruksikan 
untuk menyediakan Kartu Indonesia Pintar dan menyalurkan manfaatnya kepada 
penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. 
Sedangkan Menteri Agama melayani menyediakan Kartu Indonesia Pintar dan 
menyalurkan manfaatnya untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 
Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Kedua kementerian diminta meningkatkan 
koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 
penetapan sasaran Program Indonesia Pintar. 
2. Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera  
Sementara penyediaan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh 
Menteri Sosial. Presiden dalam hal ini minta agar mendorong Dinas Sosial 
Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data Kartu 
Perlindungan Sosial sebelumnya. 
Mengenai penyalurannya, menurut Inpres ini, Program Simpanan Keluarga 
Sejahtera disalurkan melalui mekanisme penggunaan layanan keuangan digital 
dan rekening giro pos. 
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Untuk itu akan memberlakukan nomor dan Kartu SIM prabayar selama 
pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera melalui Layanan keuangan 
digital berjalan. 
Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk 
meningkatkan koordinasi dengan badan regulasi dan penyelenggara jasa 
telekomunikasi guna menjamin penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan 
pendaftaran nomor dan Kartu SIM prabayar untuk Program Simpanan Keluarga 
Sejahtera tersebut. 
Presiden juga menginstruksikan Menteri BUMN untuk menugaskan BUMN 
menjadi pelaksana penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera 
yang menggunakan layanan keuangan digital dan PT. Pos Indonesia (Persero) 
menjadi pelaksana penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera 
yang menggunakan giro pos. 
3. Kartu Indonesia Sehat 
Sementara Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan, diinstruksikan Presiden untuk menyediakan Kartu Indonesia Sehat 
kepada penerima bantuan iuran dan meningkatkan koordinasi dengan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkaitan dengan penyediaan Kartu 
Indonesia Sehat tersebut. 
Selain itu, BPJS diminta meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial dan Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terkait pelaksanaan Program 
Kartu Indonesia Sehat tersebut. 
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KIS adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan 
wakil presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. 
Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo resmi 
meluncurkan KIS bersamaan juga dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS 
(Kartu Keluarga Sejahtera). Saat itu kehadiran KIS ini memang banyak membuat 
orang kebingungan. Pasalnya saat KIS ini diluncurkan, sudah ada program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kelola oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Kesehatan (BPJS).  
 
        Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk 
memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini 
di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.  
Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan 
dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan. Lebih dari itu, 
secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang 
selama ini tidak dijamin. 
Syarat Mendapatkan Kartu Indonesia Sehat 
1. Seblum mengurus KIS persiapkan KTP dan KK di fotocopy 
2. Meminta surat pengantar/surat keterangan dari RT/RW, dengan 
keterangan mengajukan permohonan Kartu Indonesia Sehat 
3. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan 
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4. Diteruskan ke Kantor Camat, berusan dengan tenaga kesejahteraan sosial 
kecamatan (TKSK) 
5. Kemudian di urus ke Dinas Sosial  
Manfaat Kartu Indonesia Sehat  
Kartu Indonesia Sehat berguna untuk mendapatkan layanan kesehatan secara 
gratis mulai dari tingkat puskesmas, hingga kerumah sakit tetapi harus mengikuti 
prosedur berobat dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat, yaitu harus 
dimulai dari Faskes Tingkat 1 yaitu di Puskesmas, jika di puskesmas penyakit 
anda tidak tertangani baru dirujuk ke Rumah sakit yang melayani KIS BPJS, 
biasanya akan dirujuk Rumah sakit Pemerintah. 
KIS memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan tidak 
membedakan peserta berdasarkan status sosial. Penyelenggara Program adalah 
BPJS Kesehatan. Perlu ditekankan bahwa layanan kesehatan bagi pasien 
pemegang kartu lain yang dikeluarkan BPJS berlangsung seperti biasa dengan 
manfaat yang sama dengan pemegang Kartu Indonesia Sehat. Penggantian Kartu 
BPJS menjadi Kartu Indonesia Sehat akan berlangsung bertahap. 
Perbedaan KIS dengan BPJS Kesehatan 
1. KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat 
yang tidak mampu, sedangkan BPJS yaitu sebuah badan atau lembaga 
yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan kesehatan tersebut. 
2. KIS hanya diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisi ekonominya 
sangat lemah, sedangkan BPJS merupakan jaminan kesehatan yang 
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diwajibkan bagi setiap warga Negara Indonesia baik yang mampu atau pun 
tidak mampu. Bagi rakyat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh 
pemerintah. 
3. Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas 
atau di rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia. Sedangkan 
pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik atau puskesmas yang telah 
didaftarkan saja. 
4. KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat 
digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan penggunaan BPJS 
hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar 
sakit atau harus dirawat. 
5. KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari 
pemerintah, sedangkan pengguna BPJS diwajibkan untuk membayar iuran 
setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan 
Cara berobat dengan BPJS/KIS di RSUD 
1. Mendaftar di loket pendaftaran, sampai mendapatkan kartu rumah sakit 
2. Setelah mendapatkan kartu rumah sakit, lalu pergi ke loket jaminan KIS  
3. Diloket jaminan harus mempersiapkan persyaratan sebagai berikut : 
a. Kartu rumah sakit 
b. Foto copy KTP dan KK 
c. Foto copy kartu KIS 
 32 
d. Foto copy surat rujukan puskesmas siapkan dengan2 rangkap atau 
lebih 
4. Setelah antre di loket jaminan akan mendapatkan surat jaminan yang 
disebut Surat Elijibilitas Peserta (SEP), SEP hanya berlaku satu hari  
5. Langkah berikutnya adalah pergi ke poli yang dituju, serahkan SEP 
keperawat dan harus menunggu panggilan dokter sesuai dengan nomor 
antrean  
6. Di ruang dokter harus menceritakan kondisi dan keluhan nanti dokter akan 
mendiagnosa penyakit dan memberikan resep obat  
7. Kembali lagi ke loket jaminan untuk legalisasi resep di sini harus siapkan 
SEP dan resep yang sudah di stempel siapkan 2 rangkap foto copy 
8. Setelah resep dilegalisasi pergi ke apotek rumah sakit untuk mendapatkan 
obat 
9. Jika pengobatan yang dibutuhkan tidak tersedia di RSUD, barulah dokter 
akan merujuk ke rumah sakit umum pusat nasional yaitu RSCM Faskes 
(tingkat III) pastikan surat rujukan sudah stempel. (langkah berobat di 
RSCM tidak jauh berbeda dengan cara berobat di RSUD. 
4. Laporan per tiga bulan 
Setiap Kementerian melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar, 
Program Indonesia Sehat dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada 
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). 
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Sedangkan kepada Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BPKP, 
Presiden menginstruksikan untuk meningkatkan kegiatan bimbingan dan 
penyuluhan kepada masyarakat, mempercepat penanganan dan penyelesaian 
proses hukum bagi pelaku penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan 
program tersebut, mengambil langkah-langkah pengawasan, serta dukungan dan 
bantuan pengamanan.  
Dalam Inpres ini ditegaskan, pembiayaan pelaksanaan Program Simpanan 
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 
Belanja Daerah, serta sumber lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.   
2.5 Penelitian Terdahulu  
1. Rena Lestari Hikmah . 2015 judul “implementasi program pemerintah 
kebupaten kampar  Tentang Zero Kemiskinan dalam Mensejahterakan 
Masyarakat Miskin di desa Silam Kecamatan Kuok” adapun yang jadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah program Zero Kemiskinan 
tersebut belum tersosialisasi keseluruhan masyarakat miskin di kabupaten 
Kampar dan jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan tidak sebanding 
dengan angka kemiskinan pada tiap tahunnya dan masyarakat tidak 
memiliki modal dalam mengembangkan usahanya serta sulitnya 
permohonan untuk meelengkapi persyaratan pinjaman, seperti adanya 
anggaran dan permohonan proposal. Dari hasil analisis Implementasi 
Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Zero Kemiskinan 
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Dalam Mensejahterahkan Masyarakat Miskin di desa Silam Kecamatan 
Kuok Cukup Baik 
2.  Dasril Arifin (2014) judul Peran Dinas Sosial Terhadap Penangulangan 
Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak (studi kasus di Kecamatan Sei 
Mandau). Adapun yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalahdi 
dalam pembagian kerja para anggota kelompok tidak adil dan tidak 
merata dalam pengurusan hewan ternak yang diberikan Dinas Sosial 
misalnya tempat tinggal saling berjauhan, lahan kosong terbatas untuk 
membuat kandang yang besar serta kurang perhatian dinas terhadap 
pengurusan hewan ternak yang diberikan pemerintah dalam 
mengentaskan kemiskinan. Dari hasil Analisis Peran Dinas Sosial 
Terhadap Penangulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak (studi 
kasus di Kecamatan Sei Mandau). Blum terlaksana dengan baik 
3. Iril Fahmi 2013 judul Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan 
(Studi Kasus Program RTLH 2011 di Kabupaten Karimun). Adapunyang 
jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : kurangnya sosialisasi 
secara formal kepada masyarakat tentang program rehabilitasi Sosial 
Rumah tidak layak Huni (RTLH), yang di tandai dengan ketidak tahuan 
masyarakat akan berlakunya kebijakan tersebut. Dalam proses pencairan 
dana bantuan tersebut banyak di temui adanya indikasi penyelewengan 
dana bantuan oleh aparat yang mengurus. Dan juga yang di berikan tidak 
tepat sasaran. Dari hasil analisis didapatakan bahwa program 
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penanggulangan kemiskinan di kabupaten karimun belum terlaksana 
dengan baik 
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Tabel. 2.1 Keterangan Penelitian Terdahulu 
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2.6 Penanggulangan Kemiskinan Dalam Konsep Islam 
 Strategi Penanggulangan Kemiskinan menurut Al-Qur’an 
Al-Qur‟an telah memberikan beberapa strategi/langkah-langkah untuk 
menanggulangi kemiskinan ini, di antaranya: 
1. Al-Qur’an menyeru untuk bekerja dan berusaha 
Allah SWT melarang kita untuk hidup bermalas-malasan. Bahkan Allah SWT 
memerintahkan kita untuk selalu giat bekerja dan berusaha. Bertebaran di muka 
bumi ini untuk mencari rizki Allah SWT. Hal ini disebabkan Allah SWT telah 
menyebarkan rizki itu dari berbagai sumber yang kita tidak tahu dari sumber yang 
mana rizki kita itu. Dengan tegas, Allah SWT memerintahkan manusia untuk 
bertebaran di muka bumi ini mencari fadlillah (rizki), seperti firmanNya  yang 
tertuang dalam surat al-Jumu‟ah ayat 10, yang berbunyi 
                               ِثَك َ َّللَّٱ ۟اوُسُك أذٱَو ِ َّللَّٱ ِم أضَف هِم ۟اىُغَرأتٱَو ِض أَز ألْٱ ِىف ۟اوُسِشَروٲَف ُجٰىَه َّصنٱ ِدَيُِضق اَِذإَف اًسي
 َنىُحِهأُفذ أمُكَّهَعَّن 
Artinya: 
Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 
(Q.S. al-Jumu’ah: 10) 
Pada ayat lain, Allah SWT memerintahkan kita untuk memburu kehidupan 
akhirat, namun jangan sekali-kali melupakan kehidupan dunia ini. Allah SWT 
berfirman: 
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 ُ َّللَّٱ َهَس أَحأ ٓاَمَك هِس أَحأَو اَيأو ُّدنٱ َهِم ََكثيِصَو َسىَذ َلََو َجَسِخاَء ألٱ َزا َّدنٱ ُ َّللَّٱ َكَٰىذاَء ٓاَميِف ِغَرأتٱَو َكأيَِني  ِىف َداَسَفأنٱ ِغأثَذ َلََو
 َهيِدِسأفُمأنٱ ُّةُِحي َلَ َ َّللَّٱ َِّني ِض أَز ألْٱ 
Artinya: 
Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah 
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. 
Al-Qashash: 77) 
        Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa mencari kehidupan ukhrawi itu 
lebih utama, yaitu dengan cara taat kepada Allah SWT, namun tidak boleh bagi 
kita untuk melupakan kehidupan dunia ini. Hal ini dikarenakan kehidupan dunia 
itu merupakan jembatan menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan 
akherat. Bekerja itu bisa dikatakan bukanlah suatu „kewajiban‟, namun ia adalah 
sebuah kebutuhan. Jika kemiskinan menjangkiti kita, maka ketenangan untuk 
menggapai kehidupan akherat itu akan terganggu. Sebagai suatu contoh, jika kita 
shalat dalam keadaan lapar, maka kekhusyu‟an itu akan berkurang, bahkan akan 
sirna. Yang terpikir adalah perut yang kosong yang belum terisi makanan. Apalagi 
kalau kita telah berkeluarga yang kita berperan sebagai suami. Kita 
bertanggungjawab terhadap nafkah, baik istri kita, maupun anak-anak kita. 
Sedangkan nafkah itu hak istri dan anak.  Begitupula orang tua berkewajiban atas 
pendidikan anank-anaknya yang tentunya memerlukan biaya dalam proses 
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pendidikan tersebut. Darimana biaya tersebut akan didapat jika orang tua tidak 
berkerja dan berusaha? 
Bekerja dan berusaha ini mutlak diperlukan guna menunjang kehidupan 
kita di dunia ini. Tanpa adanya usaha sangat sedikit peluang untuk menjadi sukses 
dalam menapak hidup ini.   
2. Hidup hemat dan tidak berlebih-lebihan 
Islam sangat membenci sikap berlebih-lebihan. Allah SWT melarang kita 
untuk berlebih-lebihan dalam segala hal. Allah SWT bahkan menyatakan bahwa 
orang yang suka berlebih-lebihan itu termasuk saudaranya syaitan. Allah SWT 
berfirman pada Surat al-Isra‟ ayat 26-27: 
 لََو ِميِث َّسنا َهأتاَو َهيِك أسِمأناَو ُهَّقَح َىت أُسقأنا اَذ ِخآَو
 اًسيِرأثَذ أزَِّرُثذ 
 َناَكَو ِهيِطاَي َّشنا َناَى أِخي اُىواَك َهيِز َِّرثُمأنا َِّني
اًزُىفَك ِهِّتَِسن ُناَطأي َّشنا  
Artinya: 
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 
orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-
pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat 
ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra’: 26-27) 
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Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang melarang kita berlebih-lebihan dan 
menganjurkan untuk berhemat (bashathah). Demikianlah, Allah SWT melarang 
hambanya terlalu boros membelanjakan harta benda yang dititipkan kepadanya. 
Jika kita berlebih-lebihan di muka bumi ini maka akan terjadi kerusakan-
kerusakan akibat keserakahan kita. Hal inilah yang memnyebabkan terjadinya 
kerusakan pada lingkungan hidup seperti pemanasan global yang santer 
dibicarakan akhir-akhir ini. 
3. Mewajibkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat, serta menyeru 
kepada shadaqah 
Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat 
beriringan dengan perintah untuk mendirikan shalat. Allah SWT berfirman: 
 
اوُميَِقأَو ََةَلَ َّصلا اوُتآَو ََةاَك َّزلا اوُعَكْراَو 
ََعَم ََنيِعِكا َّرلا 
Artinya: 
Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang 
ruku. (Q.S. Al-Baqarah: 43) 
Bahkan Allah SWT telah menentukan golongan-golongan yang berhak 
menerima zakat, yaitu delapan golongan, seperti yang disebutkan dalam surat at-
Taubah ayat 60 yang artinya: 
 ِباَق ِّسنا ِيفَو أُمُهتُىُهق ِحَفَّنَؤُمأناَو اَهأَيهَع َهِيهِماَعأناَو ِهيِكاَسَمأناَو ِءاََسُقفأِهن ُخاَقَد َّصنا اَمَِّوي ۞  ِ َّاللَّ ِميِثَس ِيفَو َهيِمِزاَغأناَو
 ِهَع ُ َّاللََّو ۗ ِ َّاللَّ َهِم ًحَضيَِسف ۖ ِميِث َّسنا ِهأتاَو ٌميِكَح ٌمي  
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“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. At-
Taubah: 60) 
Dari kedelapan ashnaf (golongan) mustahiq zakat ini, yang diperintahkan 
untuk didahulukan adalah fakir miskin. Hal ini ini sangat kontras karena dua 
golongan inilah yang paling membutuhkan uluran tangan. 
Anjuran yang kedua adalah hendaklah kita memperbanyak shadaqah, 
karena dengan banyak shadaqah itu bukan mengurangi harta, akan tetapi 
menambah harta. Memang, secara lahiriah ketika kita menyedekahkan harta kita, 
Nampak bahwa harta tersebut berkurang. Padahal pada hakekatnya barta itu 
tidaklah hilang, malah ia akan menjadi semakin banyak. Allah SWT telah berjanji 
kepada orang yang menyedekahkan sebagian hartanya akan melipatgandakannya 
menjadi sepuluh, seratus, tujuh ratus ila maa yasyaa‟ullah azza wa jalla. 
 
Demikianlah beberapa langkah yang dikemukakan al-Qur‟an untuk 
mengurangi ataupun mengentaskan kemiskinan yang selama ini melanda Negara-
negara yang terutama sedang berusaha memajukan diri (developing countries). 
Bahkan seandainya saja setiap individu mengeluarkan kewajiban zakatnya di 
Negara kita tercinta Indonesia ini, maka tidak perlu lagi kita membayar pajak. 
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Mengapa demikian? Karena semua itu telah tercukupi oleh pembayaran zakat 
kaum muslimin yang merupakan mayoritas agama penduduk Indonesia ini. 
Kalau setiap kita mampu menerapkan staregi ini, insya Allah kita akan 
mampu meminimalisir kemiskinan, terutama kemiskinan dalam diri kita sendiri 
(individu). 
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2.7 Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-
variabel dan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau 
alami. Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
tentang hal tersebut. 
Tabel: 2.2 
Konsep Operasional 
Variabel Indikator Sub Indikaror 
Implementasi 
kebijakan menurut 
Model George C. 
Edward III 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Komunikasi  
 
 
 
2. Sumber daya 
 
 
 
 
3. Sikap Implementor  
 
 
 
 
 
 
 
4. Stuktur Birokrasi 
 
 
 
 
 
a. Transmisi 
b. Kejelasan  
c. konsistensi 
 
a. Staf 
b. Wewenang  
c. Fasilitas  
 
 
a. Birokrasi  yang 
memiliki 
kompetensi, 
integritas dan 
loyalitas terhadap 
kebijakan. 
b. Insentif 
 
a. Standar Operating 
Procedures 
b. Koordinasi diantara 
organisasi yang 
terlibat 
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2.8 Kerangka Berfikir Penelitian  
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Implementasi Program 
Penanggulangn 
Kemiskinan 
Teori George 
C.Edward III tentang 
Implementasi 
Kebijakan 
